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WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI」AWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR'3 TAHUN 20tら

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai
pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016
tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun
2016 dan 2O17, serta Surat Edaran Menteri Da-lam Negeri
Nomor 9lO/ 1867 /SJ tanggal 17 April 2Ol7 tentang
Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota, maka perlu dilakukan percepatan
pelaksanaan transaksi non tunai di Lingkungan Pemerintah
Kota Semarang;

bahwa sesuai angka 5 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 9lO 11867 /SJ tanggal 17 April 2Ol7 tentang
Implementasi Transaksi Non T\rnai pada Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota, maka dalam hal pertimbangan
keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan
penyelenggaraan transaksi non tunai di daerah, Pemerintah
Daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai dimaksud
secara bertahap dengan melakukan pembatasan
penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi
penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara
penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota;

bahwa untuk Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dipandang perlu
memberikan pedoman dalam bentuk Peraturan Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimal<sud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk
Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Transaksi Non
Tunai;
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Mengingat : l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungal
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
dalam Daerah Istimewa Jogiakarta;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4
Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

tentang
Republik

Lembaran

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aaoo);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (trmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor g2 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, ^tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah aiubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
s67e);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 19Z6 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semaran!
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomoi
25, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor
3079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun l9g2 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten_Kabupatei
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 89);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5g Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (tembaran Negara Republif
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 457g);



I 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI
NON TUNAI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasa] I
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelalsanain urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DpRD adalah
lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang birkedudukan sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhub.r.rga.r de.rg",
hak dan kewajiban daerah tersebut.

5. Walikota adalah Walikota Semarang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seranjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah 
-yang 

dilbahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DpRD, dan diteiapkan dengan
peraturan daerah.

7' Pemegang Kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah adatah walikota yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyerenggarakan keseruruhan
pengelolaan keuangan daerah.

8. Pejabat Pengelolaan_ Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat ppKD
adalah Kepala Badan pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang
mempunyai tugas melaksanakan pengeloraan ApBD dan bertindak s.b"gai
Bendahara Umum Daerah.

9. Bendahara Umum Daerah yang seranjutnya disingkat BUD adalah ppKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.



10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebaglan tugas BUD.

ll.Satuan Ke4'a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKpD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/ pengguna barang.

12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungiawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit keq'a SKPD.

13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
mervlmpan, membayarkan,
mempertanggungiawabkan uang untuk
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

menatausahakan, dan
keperluan belanja daerah dalam

14. surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat spM adalah dokumen
yang digunalan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
€rnggaran untukpenerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

15. surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat Sp2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dani yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM.

16. Bank Persepsi adatah bank yang ditunjuk oleh walikota untuk melakukan
pembayaran transaksi keuangan pemerintah Daerah.

17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
instansi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktilitas.

18. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang
nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum bail
sengaja maupun lalai.

19. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

20. Transaksi Non Tunai Penerimaan adalah penerimaan sejumlah nilai uang
yang diterima dari pihak lain langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

21. Transaksi Non T\rnai Pengeluaran adalah pemindahan sejumlah nilai uang
dari Rekening Kas umum Daerah atau rekening Bendahara pengeluaran ke
pihak lain.

Pasal 2

Asas dalam pelaksanaan sistem transaksi non tunai adalah:
a. efektif;
b. efisien;
c. transparan;
d. aman; dan
e. manfaat.

Asas efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem
transaksi non tunai dalam pelaksanaan ApBD harus bisa menghasilkan
keluaran atau hasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

(2)



(3)

(4)

(5)

(6)

Asas efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem
transaksi non tunai dalam pelaksanaar ApBD harus bisa d{ialankan dengan
baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah
prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui
dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
Asas aman sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d adalah sistem
transaksi non tunai dalam pelaksanaan ApBD harus bisa memberikan
jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan.
Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e adalah sistem
transaksi non tunai dalam pelaksanaan ApBD harus memberikan manfaat
sebesar besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang
berkepentingan dalam penerimaan pendapatan dan pengeruaran ueianja
APBD-

Pasal 3

Tujuan dalam petaksanaan sistem transaksi non tunai adalah mewujudkan
sistem penerimaan dan pengeluaran ApBD yang efektif, efisien, transparan,
aman dan memberikan manfaat yang baik serta mendukung upaya pencegahan
korupsi.

Pasal 4
Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
a. jenis dan pengecualian penerimaan pendapatan non tunai;
b. jenis dan pengecualian pengeluaran non tunai;
c. mekanisme penerimaan pendapatan non tunai;
d. mekanisme pengeluaran non tunai; dan
e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
JENIS DAN PENGECUALIAN PENERIMAAN

PENDAPATAN TRANSAKSI NON TUNAI

Bagran Kesatu

Jenis Penerimaan Pendapatan Non Tunai
Pasal 5

Setiap penerimaan pendapata.n APBD wajib melalui sistem pembayaran
tunai.

Penerimaan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pendapatan asli daerah yang meliputi:

1. pajak daerah;
2. retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah; dan
4. lain-lain pendapatan asli daerah.

(2)



b.Dana perimbangan yang meliputi:
1. t"S, hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak;
2. dana alokasi umum;dan
3. dana alokasi khusus.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Bagian Kedua
Pengecualian penerimaan pendapatan Non T\rnai

Pasal 6
(1) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud daram pasal 5 ayat (rJuntuk:

a. penerimaan pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka:l pelayanan mobil keliling;
2. operasi sisir;
3. pekan p€rnutan.

b' penerimaan pembayaran atas pelayanan kesehatan pada BLUD RumahSakit Umum Dae3h KRMT Wongsonegoro yang dilaksanakan diluar jam
operasional Bank persepsi. -

c. penerimaan pendapatan BLUD Unit pelaksana Teknis Dinas puskesmas,
dengan ketentuan:
1. dilaksanakan secara tunai dan disetorkan ke rekening BLUD pada hariyang sama sesuai dengan jam operasional Bank persefsi.
2. khusus untuk penerimaan hari sabtu dan hari libur nasional disetorkanpada hari ke4'a berikutnya.

d' penerimaan pendapatan BLUD Bus Ropid rransit Trans semarang denganketentuan disetorkan te_rekening BLUb parng iambat 1 (sat*)-h'ari ker;aberikutnya jam 12.00 WIB.
e. penerimaan pendapatan _retribusi pasar dasaran terbuka denganketentuan disetorkan ke Rekening Kas umum Daerah paling lambat1(satu) hari keg'a berikutnya jam t2lOO Wte

(2) Bendahara penerimaan harus membuat dan menyimpan bukti penerimaanpendapatan (surat Tanda Setoran/srS) yang dit<eiualikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1).

BAB III
JENIS DAN PENGECUALIAN PENGELUARAN NON TUNAI

Bagran Kesatu

Jenis Pengeluaran Non Tunai
Pasal 7

(1) Setiap pengeluaran ApBD wajib melalui sistem pengeluaran Non T\rnai.
(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. belanja tidak langsung:
l. belanja pegawai;
2. belanja bunga;
3. belanja subsidi;
4. belanja hibah;
5. belanja bantuan sosial;



6. belanja bagi hasil pusat dan provinsi;
7. belanja bantuan keuangan dari provinsi;
8. belanja bantuan keuangan kepada dan partai politik;
9. belanja tidak terduga; dan
10. pembiayaan daerah.

b. Belanja langsung:
I. belanja pegawai;
2. belanja barang/jasa; dan
3. belanja modal.

Pasal 8

setiap orang /bad'an yang melakukan transaksi pengeluaran ApBD dengan
Pemerintah Daerah harus memiliki nomor rekening di Bank persepsi.

Bagian Kedua

Pasal 9

Pengecualian pengeluaran Non Tfinai
(1) Jenis pengeluaran yang dikecualikan melalui sistem pengeluaran Non Tlrnai

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 adalah:
a' pengeluaran biaya penunjang operasional walikota/wakil walikota dan

Pimpinan DPRD;
b. pengeluaran belanja untuk perjalanan dinas;
α
■

α
ｌ

＆
ｈ
．

pengeluaran belanja transport/ uang saku peserta kegiatan;
pengeluaran BBM;
pengeluaran belanja bantuan kepada orang terlantar;
pengeluaran belanja bantuan kepada yatim piatu;
pengeluaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana
alam;

i. pengeluaran belanja rumah tangga;j. pembayaran untuk pembelian benda pos;
k. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di ruar

daerah;
l. pembayaran belanja pajak kendaraan bermotor; dan/atau
m. transaksi pembayaran belanja barang/iasa selain huruf a sampai denganhuruf I dalam satu hari sampai dJ.rg"., Rp5.000.000,00 '(lima juta

rupiah).

Il.::=$_r ^"1, ":.b1c1-ana disebutkan pada ayat (1) harus tetaporutatnakan untuk di.laku kan secara non tunai.
Bendahara Pengeluaran, Bendahara pengeluaran pembantu, atau pembantu
Bendahara pengeluaran harus membuaidan menyimpan bukti f e;;;;;.""yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(2)

(3)



BAB IV

MEKANISME PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI

Pasa1 lo

PeneHmaan pendapatan nOn tund dilakukan secara langsung ke rekening kas

l(Satu)hari ketta beHkuttajaFn 12 00 WIB

BAB V

MEKANISME PENGELUARAN NON TUNAI

Pasal 11

(1) Pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerimadengan menggunakan intemet uanting dan kartu debit aLr-i saranapemindahbukuan lainnya.

(1) ditampiri dengan

kepada Bendahara
sebagai dokumen

(4) Bukti pemindahbukuan dari bank ke penerima dapat berupa notifikasi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasa1 12

(1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
non tunai.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud
Daerah.

pada ayat (1) dilakukan oleh

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud
Pengawas Internal Pemerintah.

pada ayat (1) dilakukan oleh Aparat

(2)

(3)

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat
dokumen pendukung sesuai transaksi.
Bukti pemindahbukuan dari Bank persepsi
Pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu
pertanggungiawaban keuangan.

transaksi

Sekretaris

BAB VII

KETENTUAN LAIN_LAIN

Pasal 13

Penerapan Sistem Penerimaan pendapatan dan pengeruaran Non Tunai
dalam APBD dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan, kecuali retribusi
dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan walikota ini
diundangkan.

Penerapan sistem Penerimaan pendapatan dan pengeluaran Non Tunai
APBD dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak perbankan.

(2)



Pasal 14

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan walikota ini
dibebankan pada APBD Kota Semarang.

BAB VHl

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, Inemenntahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatanrya dalam BcHta Daerah KOta Semarang

Dietapkan d湧
褥pada tanggal ″

WALIKOTA SEMARANG

Diundangkan di Semarang
pada tanggal ぅo」時頭 "1ら

町.SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMORラ 多

HENDRAR PRIHADI


